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PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 42
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAN PROPINST DAERLAH
TINGKAT | BALL
NOMOR : 01 TAHUN 1982,
TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUNAN YANG MAHA ESA

G

B
ri

UBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALL

abwa dalam rangla peningkatan kelancaran penyelenpgaraan pemao-
ntahan dan pembangunan secara berdaya guna dan herhasil puna

dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Noo 5 Tahun 1879 tentang
Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peratiran
Daerall tentang Pembeniukan, Pemecahan, Penyatuan dan Pengha-
pusan kKelurahan.

1

. Undang-Undang No. § Tahun 1874, tentang Pokok-Pokok Peme-

rintahan di Daerah (Lembaran Megara Tahun 1974, No, 38 @ Tam-
bahan Lembaran Negara No, 3037,

. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerali-

Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara DBarat dan Nusa Tenggara
Timur {Lembaran Megara Talhun 1958 No. 115 + Tambahan Lem-
baran Megara Mo, 1649).

. Undang-Undang No. § Tahun 1979, lentang Pemerintahan Desa

{Lembaran MNegara Tahun 1979 No. 36 ; Tambahan Lembaran
Megara No, 3153).

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 2 Tahun 1980 tentang Pe-

doman Pembentulan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan
Kelurahan.
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerali Propinsi Daerah Tingkat [ Bali

Menelapkan
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MEMUTUSEKAN

Peraluran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Bali tentang Pemben
Lukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan,

BAR I
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :

il

(1)

(2)

(3)

Kelurahan adalah suatu wilayah wang ditempali oleh sejumlab
penduduk  yang mempunyal orpanisasi pemerintahan  terendah
langsung di bawah Camat, vang tidak berhak menyelonpparakan
rumah tangganya sendivi |

. Lingkunpgan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan vang merupa-

kan Jingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurhan ¢

Pembentukan Kelumhan adalab tindakan mengadakan Kelurahan
baru di luar wilavah Keluraban-Keluraban vang telah ada ;

. Pemeeahan  Keluraban adalah  tindakan mengadakan Kelurahan

braru i dalam wilavah Kelumahan

. Penyatuan Kelurahan adalah pengpabungan dua Kelurahan atau

lebih menjadi satu Kelurahan baru ;

Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan
yvang ada.

BAB 1L
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Wewenang Pembentukan,
Pasal 2.

Tujuan Pembentikan Kelurahan adalab untuk meningkatkan
kegiatan wang penyelenggaraan Pemerintahan secara berdavi-
guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan {erhadap
masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pemba-
ngunan,

Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubemur Kepala Dae-
rah Tingkal I Bali berdasarkan atas usul Bupati Kepala Daerah
Tingkat II setelah mendapat persetujuan dad Menteri Dalam
Negeri,

Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 schapgaimana dimaksud
dalam avat {2} disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah



(4)

(1)

{2}

Tingkat 1 Bali setelah mendengar pertimbangan Pimpinan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 11.

Kelurahan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2}
dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kota
Administratif dan Kota-Kota [ain,

Bagian Kedua
Syarat-syaral Pembentukan.
Pasal 3.

Di dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syaral-syarat
dan memperhatikan faktor.-faklor sebagai berikut :

a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500
Kepala Keluarga dan schanyak-banyaknya 5.000 jiwa atau
1.000 Kepala Keluarga ;

b. Fakior luas wilayah : yaitu mampu dijangkan secara daya
suna dalam rangka pelayanan masyarakat ;

¢. Faktor letak : Komunikasl, Transportasi dan Jarak dengan
pusat kepiatan Pemerintahan dan pusat-pusat perkembang-
an ;

d. Faktor Prasarana : Perhubungan Pemasaran, Sosial dan pra-
sarana phisik Pemerintahan ;

. Faktor Sosial Budava : Apama dan Adat Istiadat ;

f. Faktor Kehidupan Masyarakal, mata pencaharian dan ciri-
cirl kehidupan masvarakal.

Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan eivi-ciri sifat masya-
rakatnva, antara lain

majemuk ;

. lebih dinamis ;

sensilil dan keritis |

. dukunpan sosial ekonominya mayoritas sudah lerpengarub
oleh kehidupan kola.

ap TR

Bagian Ketiga.
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah.
Pasal 4.

Di dalam surat Kepulusan Pembentukan Kelurahan harus disebut
Nama, Luas wilayah dan Batas Kelurahan yang dibentuk.

(1}

Pasal b.

Untuk mempetlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan di
dalam Kelurghan dapat dibentuk beberapa lingkungan sehagai-

231



a2

(13

{2)

14)

mana dimaksod dalam pasal 1.

dJumlah Lingkungan dalam soato Keluraban disesuaikan e
Junilah penduduk, kondisi wilayah dan jangkanan pelaksanaan
Pemerintahan,

syarat-syaral  dan faktor-faktor Pembentokan, Pemecalian,
Penyatuan dan Penghapusan Lingkungan akan ditetapkan oleh
LGiubernur Kepala Dacrah Tingkat T Bali,

BAB 1L

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
KELURANAN.

Pasal 6.

Kelurahan vang jumlah penduduknyva melampaui jumlab pen-
duduk maksimal dan dengan pertim hangan-pertimbangan Lelnis
pemerinlahan dan pelayanan terhadap masvarakat Keloraban
dimungkinkan untuk dapal dipecah.

Relurahan hasil pemecahan sehagaimana dimaksud ayat 1)
harus memenulii syarat-syvaral bagi pemben Lakannyva suatu Ke-
lurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (1) dan (2),

Pemecaban Kelurahan ditakukan dengan Kepulusan Gubernuy
Sepala Daevah Tingkat 1 Bali berdasarkan alas usul Ropati
bepala Daerah Tingkat 11 setelah mendapat perselujian dari
Menteri Dalam Negeri.

Usil Bupali Kepala Daerah Tingkal 1 sebagaimana dimaksud
dalam ayal {3) disampaikan kepada Gubernur Iepata Deerah
Tingkat T Bali selelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Dewan Perwakilan Hakyvat Dacrah Tinglat 11,

Pasal 7.

Kelurhan  yang karcna perkembangan keadaan Lidak meme.
nuhi syaral-syaral lagi sebhagaimana yang dimaksud pasal 3 aval
(1) dan {2} dimungkinkan untuk dilapus atau disatulkan,

Penghapusan dan Penvatuan Kelurahan dilakukan denpan Ke.
putusan Gubernur Kepala Daceah Tingkat 1 Bali berdasarkan
atas usul Bupati Kepala Davcrah Tinglat 1.

Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 sebapgaimana dimaksud
dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubemur Kepala Daerab
Tingkat [ Bali setelah mendengar perlimbangan  Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh Tingkat 11,



BAE IV,
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTLP.

Pasal 8.
Hal-hal yvang lainnya vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan diatur lebih lanjut denpan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

Denpasar, 6 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGEAT I BALI TINGEAT | BALL
K ETU A,
t.t.d. t.t.d.
SOEKINJG DIGDOWIRATMO - M A N T R A.-

NIP. 130025383.-

Disahkan Menteri Dalam Megerd denpan
Surat Keputusan No. : 140-61-1253  tgl. 30-9-1982

Diundangkan dalam Lembaran Paerah

Propinsi Daerah Tingkal [ Bali

Momor @ 42 tanggal @ 28 Oktober Tahun 1983
Seri : 1D Nomor @ 42

Skretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali,
t.t.d.

DRSS, SEMpBAH SUBHAKTIL.-
NIP. 010023959,
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PENJELASAN

atas
Peratoran Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali
Tentang

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan
Penghapusan Kelurahan.

Penjelasan Umum.

I3 dalam Peraturan Daerah ini diatur tenlang Penyvelenggaraan Pembentul-
an, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di dalam Wilayah Pro-
pinsi Daerab Tingkat 1 Bali.

Malsud  ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat Reali-
sasi Pembentukan Kelurahan di dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali
dalam  rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan l{uﬁalm Pemerinlah
Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdava puna dan berhasil puna.
Peraturan Dacrall ini merapakan lindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang
Mo, & Tahun 1979 tentanpg Pemerintahan Desa dan dibual berdasarkan Pedoman
Menteri Dalam MNegeri Mo, 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pe-
mecahan, Penyvatuan dan Penghapusan Kelumhan.

Penjelasan pasal demi pasal -

1. Pasal 1 @ cukup jelas.

2. Pasal 2 ayat (4) : vang dimaksud kofa-kola lain adalah desa-desa di Thu Kota
Kecamalan dan Desa-desa di luar 1bu Kota HKecamatan yvang perkembangan
dan perlumbuhan masyarakatnya menunjukkan cir-cid dan sifal masyarakat
kota.

3. Pasal 3 : cukup jelas,

. Pasal 4 : cukup jelas.

4. Pasal § : Untuk membentuk Lingkungan dalam Kelurahan perlu disesuaikan
dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkavan pelaksanaan Peme-
rintahan.

a. Faktor penduduk @ sedikit-dikilhya 500 jiwa atan 100 Kepala Keluarga
dan sebanyvak-banyaknya 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.

b, Faktor Wilayah : mampu dijangkau secara berdaya guna di dalam rangka
pelayanan masyarakat.

. Pasal 6 @ Kelurahan vang perduduknya mencapal jumlah maksimal seperli
yvang disebut pada pasal 3 avat (1) dimungkinkan untuk dipecah untuk me-
ningkatkan Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan terhadap
masyarakat.

. Pasal T : cukup jelas.

. Pasal 8 : cukup jelas,

. Pasal 9 : cukup jelas.
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